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PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

NOMOR : 12  TAHUN 2014 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KARAWANG, 

 

Menimbang: a.  bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor 
penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan 
Daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu 
diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi 
penanaman modal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat; 

b.  bahwa dalam upaya meningkatkan peran penanam modal dalam 
rangka mendukung pembangunan perlu diciptakan suatu 
kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan 
kepada penanam modal dalam pembangunan Daerah 
khususnya pada kegiatan penanaman modal di Kabupaten 
Karawang;  

c.  bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah mempunyai 
kewenangan di bidang penanaman modal di Daerah; 

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah; 

 

Mengingat :   1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);  
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3.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 

4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

5.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4724);  

6.  Undang-Undang  Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

7.  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4756); 

8.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4866); 

9.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038); 

10.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

11.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang 
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan 
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3330); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 
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14.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4761); 

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman 
Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4861); 

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan 
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4987); 

18.  Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan 
Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan 
Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang 
Penanaman Modal; 

19.  Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 

20.  Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang 
Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yangTerbuka dengan 
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 

21.  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana 
Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 42); 

22.  Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang paket Kebijakan 
Investasi; 

23.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

24.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

25.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 
Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

26.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; 

27.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian 
Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930); 

28.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 
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29.  Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 
Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian 
Penanaman Modal; 

30.  Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 
Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non 
Perizinan Penanaman Modal; 

31.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2011 Nomor 21 seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 113); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu 
(Lembaran daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 17); 

33.  Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang 
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang 
Tahun 2013 Nomor 2); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 
tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang 
Tahun 2013 Nomor 5). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

dan 

BUPATI KARAWANG 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 
PENANAMAN MODAL DAERAH 

 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Karawang. 
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5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat 
BPMPT adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan 
urusan di bidang penyelenggaraan Penanaman Modal. 

6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang 
dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. 

7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik 
Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang 
berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 

8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga 
negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan 
hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak 
asing. 

9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan 
penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan 
penanam modal asing. 

10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh 
penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk 
melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. 

11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, 
badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau Daerah yang 
melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. 

12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha 
asing, dan/atau Pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di 
wilayah Daerah.  

13. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RUPMD, adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah. 

14. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial.  

15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman 
modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang 
memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

16. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan 
informasi mengenai Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah 
laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan 
kendala yang dihadapi penanam modal dalam bentuk dan tata cara 
sebagaimana diatur dalam peraturan ini. 

18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu 
perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati, 
yang proses pengelolaannya dilakukan dalam satu tempat. 

19. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang 
selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan yang 
terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. 

20. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan 
pertanggungjawaban perizinan termasuk penandatanganannya atas nama 
penerima wewenang. 

21. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal 
dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah. 

 


